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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang Masalah     

“Sejak dimulainya Reformasi sampai dengan sekarang ini telah banyak 

bermunculan lembaga-lembaga negara baru yang biasa disebut sebagai state auxiliary 

organs, atau auxiliary institutions atau dengan kata lain lembaga-lembaga negara 

tersebut bersifat sebagai lembaga penunjang1”. Adapun itu Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) termasuk sebagai lembaga negara penunjang yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang.  

“Pembentukan KPK diawali dengan upaya pemberantasan korupsi kolusi 

nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu alasan munculnya gerakan Orde 

Reformasi, setelah tumbangnya Soeharto atau rezim Orde Baru2”.  

KPK dibentuk dengan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dalam ketetapan tersebut dirumuskan norma pelaporan harta kekayaan 

penyelenggara negara, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga negara 

lainnya, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)3.  

 

Sejak Ketetapan MPR tersebut, politik hukum pemberantasan korupsi 

kemudian diteruskan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 43 secara tegas mengatur 

amanat terbentuknya KPK. 

Adapun Pasal 43 tersebut adalah sebagai berikut:  

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai 

berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 

unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.  

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, 

pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi 

                                                           
1Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 7. 
2Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Intrans Publishing, Malang, 2016, h. 34.  
3Ibid.  
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan 

Undang-undang.  

 

Berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka 

dengan itu lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.  

Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Akan tetapi Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019, dengan bunyi sebagai berikut “Komisi Pemberantasan 

Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun”.  

Terdapat tiga pendapat berbeda dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. 

Pendapat pertama, KPK berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif sehingga 

DPR berhak melaksanakan hak angket terhadap KPK. Selain itu, hingga saat ini 

tidak ada lembaga  negara  lain  yang  dapat  mengontrol KPK sehingga DPR 

dapat menggunakan hak angketnya untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. 

Pendapat kedua, KPK merupakan lembaga negara independen yang berada di 

luar kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dan pendapat ketiga 

menyatakan bahwa KPK berada di ranah eksekutif yang bersifat independen. 

Sehingga DPR tidak dapat menggunakan hak angket terhadap KPK. Makna 

independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, 

sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari 

pengaruh manapun4.  

 

KPK merupakan lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang 

kedudukannya berada dibawah rumpun eksekutif yang independen bebas dari 

campur tangan manapun dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hal ini 

merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-

XV/2017, yang kemudian dijadikan dasar terciptanya UU No 19 tahun 2019 

tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK5.  

 

                                                           
4Bakri Iskandar, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 

Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Lex Renaissance 4 (2), 410-431, 2019. 
5Hanifah Hanifah, Reposisi Fungsi Dan Kewenangan Auxiliary State Organ Di 

Indonesia, UIN SMH BANTEN, 2020. 
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Dengan masuknya KPK kedalam rumpun kekuasaan eksekutif melalui 

ketentuan dalam Pasal 3 tersebut menurut Idul Rishan Staf Pengajar Departemen 

Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia “KPK tak ubahnya sebagai 

mandataris Presiden. Konsekuensinya, KPK berwarna eksekutif, manajemen 

kepegawaiannya pun wajib bercorak eksekutif, dari status penyidik sampai promosi 

dan mutasi yang tunduk pada regulasi aparat sipil negara6”.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini memegang kendali upaya 

pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya, hal ini karena 

Kepolisian, Kejaksaan tidak bekerja efektif dalam memberantas korupsi dan dengan 

alasan inilah KPK didirikan. Dibentuknya KPK juga merupakan kritik atas lemahnya 

independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan kasus korupsi. 

Mengingat institusi Kepolisian dan Kejaksaan secara hierarkis berada pada kuasa 

eksekutif, atau dengan kata lain merupakan bagian dari pemerintah, maka KPK hadir 

sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan 

manapun baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. KPK hadir sebagai 

pemicu atas cara kerja lembaga konvensional yang dinilai lamban dan tidak lagi 

bekerja secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara yang ada telah mendorong lahirnya lembaga 

negara yang dapat bekerja secara independen untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab pemberantasan korupsi serta diharapkan memberikan kinerja baru 

yang lebih terpercaya. 

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK lebih tinggi dibandingkan 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum lainnya seperti 

Kepolisian dan Kejaksaan. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK 

dinilai maksimal oleh kalangan pakar pidana dan masyarakat, dimana upaya 

pemberantasan korupsi selalu diawali dengan OTT KPK yang tentu saja selalu 

dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan (melalui penyadapan, 

penggeledahan dan penyitaan) yang kemudian menjerat para pelaku korupsi dari 

berbagai cabang kekuasaan. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

                                                           
6Idul Rishan, Ketika KPK Di bawah Kuasa Presiden, diakses dari  

https://law.uii.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/, pada tanggal 5 

Oktober 2021, pukul 23:09 wib 

 

 

 

https://law.uii.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/
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Pidana Korupsi diikuti dengan berbagai kontroversi antara lain merubah struktur 

organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dengan  dihilangkannya 

kewenangan dari para Pimpinan KPK dalam hal menyidik dan menuntut sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK yang lama) pada 

Pasal 21 ayat (4), begitu juga dengan ayat (6) Undang-Undang tersebut dimana para 

Pimpinan KPK bukan lagi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam tubuh lembaga 

tersebut.  

Terdapat polemik mengenai kewenangan KPK yang dihilangkan, sehingga 

muncul beberapa pendapat yang mengatakan dapat melemahkan komisi 

pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perbedaan 

pendapat diantara para ahli Tata Negara, beberapa ahli menyatakan kesepakatan 

atas perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi sebagai langkah 

penguatan lembaga itu sendiri, namun beberapa ahli berbeda pandangan akan hal 

tersebut, bahkan sebaliknya perubahan undang-undang komisi pemberantasan 

korupsi sebagai langkah pelemahan komisi pemberantasan korupsi dari 

kedudukan dan kewenangannya7. 

 

Sementara itu kewenangan menyidik dan menuntut Pimpinan KPK beralih 

kepada Dewan Pengawas KPK padahal Dewan Pengawas bukan bagian dari penegak 

hukum. Tanpa adanya persetujuan dari para pimpinan KPK tentu saja proses 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap  pengungkapan kasus korupsi 

mungkin saja akan berjalan lambat atau dapat tertunda bahkan dapat menghentikan 

pengungkapan kasus korupsi. 

Korupsi tentu saja dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan oleh karena 

itu dengan tidak dimilikinya lagi kewenagan para Pimpinan KPK dalam hal 

menyidik dan menuntut serta penanggung jawab tertinggi bukan lagi berada di 

tangan para Pimpinan KPK, maka kendali pemberantasan korupsi akan hilang 

dari tangan Pimpinan KPK dan komisioner KPK hanya akan menjalankan tugas 

administrasi, karena para Pimpinan KPK harus mendapat persetujuan dari 

Dewan Pengawas KPK untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan8. 

 

 

                                                           
7Sariman Damanik, Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2020. 
8Youtube Kompastv, Revisi UU KPK Disahkan, Bagaimana Masa Depam 

Pemberantasan Korupsi, 17 September 2019, diakses dari https://youtu.be/L7nwF3vBmXE, 

pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib 

https://youtu.be/L7nwF3vBmXE
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Kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab para pimpinan 

KPK sesuai Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

harus tetap ada dimana hal ini merupakan kewenangan yang sangat fundamental 

dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Dengan tidak adanya kewenangan dalam menyidik dan menuntut, maka tidak 

akan ada pengungkapan kasus korupsi yang selalu dimulai dengan proses 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam hal menemukan bukti dan 

tersangka serta menetapkan hukuman yang maksimal untuk menjerat para pelaku 

korupsi kedalam jeruji besi9.  

 

Sementara itu kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab 

dari para Pimpinan KPK diperlukan agar para Pimpinan KPK dapat memerintahkan 

secara langsung para penyidik dan penuntut umum dari Kepolisian dan Kejaksaan 

sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.   

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan 

dan penuntutan ? 

b. Apa implikasi hukum hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut 

pimpinan KPK ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan kewenangan pimpinan 

KPK dalam proses penyidikan dan penuntutan sebelum dan sesudah 

adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum dari hilangnya 

kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

 

 

 

                                                           
9Liputan6.com, Pengamat : Bila Tak Bisa Lakukan Penyelidikan, KPK Bubarkan 

Saja, 14 September 2019, diakses dari https://m.liputan6.com/news/read/4062456/pengamat-

bila-tak-bisa-lakukan-penyelidikan-kpk-bubarkan-saja, pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 

23:09 wib 

  

https://m.liputan6.com/news/read/4062456/pengamat-bila-tak-bisa-lakukan-penyelidikan-kpk-bubarkan-saja
https://m.liputan6.com/news/read/4062456/pengamat-bila-tak-bisa-lakukan-penyelidikan-kpk-bubarkan-saja
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dan dapat 

memberikan sumbangan informasi kepada pembaca/mahasiswa 

mengenai perkembangan Undang-Undang KPK sebelum dan sesudah 

di revisi terhadap kewenangan pimpinan KPK dalam proses 

penyidikan dan penuntutan. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah, DPR, 

penegak hukum dan masyarakat mengenai apa yang perlu dilakukan 

untuk mempertahankan keberlangsungan sistem penegakan hukum di 

Indonesia.  

 

1.5. Metode Penelitian 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara kerja, 

upaya, atau jalan. Suatu kegiatan pada dasarnya adalah suatu upaya, dan upaya 

tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud10. 
 

Menurut Winarno Surachman, metode penelitian adalah Suatu  tulisan 

mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila 

pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang 

sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena 

itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 

pengujian11. 

 

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam 

mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan 

benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui 

oleh ahli hukum12”. Metode  dapat  digunakan  untuk  menganalisa,  mempelajari  

dan memahami keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut 

ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang 

tepat. 

                                                           
10Koentjoroningrat, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta: Gramedia, 

1993, h. 22. 
11Winarno Surachman, Metode Penelitian, Jakarta: UI Press, 1990, h. 26.  
12Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14.  
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1.5.1. Jenis Penelitian  

Penelitian hukum normatif (normative legal research) adalah penelitian yang 

digunakan untuk mengkaji hukum sebagai sebuah norma sosial (tanpa gejala sosial), 

karenanya, objek penelitiannya adalah norma. Isu hukum utama dalam penelitian ini, 

yakni norma kosong, norma samar, dan inkonsistensi norma. 

Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik, sebagai berikut: 

1. Objeknya adalah norma.  

2. Penelitian ini bertumpu pada isu hukum dan tidak mengenal hipotesa 

atau variabel bebas dan terikat. 

3. Menggunakan istilah bahan dan sumber hukum bukan data.  

4. Menggunakan metode penafsiran hukum, penemuan hukum dan 

harmonisasi hukum, tidak menggunakan istilah deskriptif atau 

kualitatif/kuantitatif, tapi preskriptif (memberi petunjuk tentang apa 

seharusnya yang mungkin dapat dilakukan). 

5. Kebenarannya pernyataannya bersifat koherensi (bersesuaian dengan 

pernyataan lainnya yang sudah diketahui/diakui kebenarannya). 

  

1.5.2.  Metode Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian hukum bermanfaat untuk membantu peneliti 

untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan 

dijawab. Metode pendekatan juga diperlukan sebagai dasar dalam menyusun 

argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tepat sesuai dengan isu hukum 

yang diteliti.  

Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang dapat digunakan ada 2 

macam, yaitu: 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-

undangan (legislasi-regulasi) yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti, berupa ratio legis dan ontologis. “Dengan mempelajari 

ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat 

dipahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang 

tersebut13”. 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, 

doktrin-doktrin dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran 

                                                           
13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134. 
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yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. 

“Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu 

hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian 

hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang 

diteliti”14.  

 

1.5.3.  Sumber dan Jenis Bahan Hukum  

Secara umum sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk menganalisis isu hukum, dapat dibedakan atas 3 bagian yaitu: 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat atau bahan hukum yang diperoleh dengan 

mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, risalah sidang, dan naskah akademik. Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Komisi Kepolisian Nasional. 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. 

2.  Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan  

bahan hukum primer dan dapat membantu memahami, menganalisis 

dan menunjang bahan hukum primer, antara lain berupa buku teks 

hukum, jurnal hukum, disertasi, tesis, skripsi bidang hukum dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

3.  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau menjadi 

                                                           
14Ibid, h. 136. 



9 
 

 
 

penunjang dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder, 

seringkali digunakan untuk mencari definsi sebuah kata atau istilah 

dalam ilmu hukum. Bahan hukum ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, 

Black Law Dictionary, kamus istilah hukum, dan lainnya. 

 

1.5.4.  Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum 

Untuk Bahan Hukum Primer, maka pengumpulan dan pengolahan bahan 

hukum dilakukan dengan mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan isu hukum yang akan dikaji dengan menggunakan metode 

inventarisasi yaitu pengumpulan atau pencatatan bahan secara teratur dan metode 

kategorisasi yaitu penyusunan bahan berdasarkan penggolongan untuk tujuan tertentu. 

Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan haruslah putusan pengadilan yang 

telah incracht dan harus diurutkan sesuai dengan hirarkinya, tahunnya dan nomornya. 

Sedangkan untuk Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan 

menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan atau menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau rumusan masalah yang menjadi objek 

penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian diinventarisasi, serta dibuatkan ikhtisar 

yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok 

permasalahan, pokok gagasan dengan memuat pendapat asli penulis, tahun penerbitan 

dan analisis penulis. Bahan-bahan tersebut perlu disusun ulang secara teratur agar 

lebih mudah dipahami. Langkah terakhir adalah dengan menempatkan semua bahan 

hukum yang diperoleh secara berurutan berdasarkan kerangka sistematika penulisan. 

 

1.5.5.  Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji isu hukum haruslah 

bersesuaian dengan isu hukum yang akan dijawab. Bahan hukum yang telah 

dikumpulkan diklasifikasi dan dapat dihubungkan satu dengan lainnya. Teknik 

analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan 

teknik analisis normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat 

preskriptif atau memberikan petunjuk yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. 

Penelitian hukum ini berusaha menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum 

dan  ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka 

konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan tentang pengaturan 

kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik analisis ini juga ditujukan untuk 

memahami gejala hukum yang sedang diteliti dengan menekankan pada penemuan 

jawaban atas permasalahan, apa implikasi hukum dari hilangnya kewenangan 

menyidik dan menuntut pimpinan KPK.  

 

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 

(empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang 

lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. 

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I    :  Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya                          

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan  

yang berkaitan dengan Kewenangan, Penyidikan dan 

Penuntutan, Implikasi Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, 

Lembaga Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Teori 

Negara Hukum, Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, 

Teori Efektivitas Hukum, Teori Pengawasan, Teori Kepastian 

Hukum dan Teori Tanggung Jawab. 

BAB III :  Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berupa uraian hasil 

penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, 

yakni bagaimana pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam 

penyidikan dan penuntutan serta apa implikasi hukum dari 

hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK. 

BAB IV :  Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan apa saja yang 

diperoleh berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan 

merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran 

apa saja yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan dari 

simpulan dalam penelitian ini.


